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Tenlang : Standar Pdayanan di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupalen Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIR]KAN PUSKESMAS

URAIANNO KOTPONEN

1. Surat Petmohonan yang diajukan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Malang

2. Fotokopi sertifikat tanah atau buHi lain kepemilikan

tanah yang sah

3- Fotd<opri izin mendirikan bangunan ( IMB )

4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan

peraturan perundarp - urdarqan yaitu SPPL ( untuk

rawat jalan ) atau UKL UPL ( untuk rawat inap )

5. Pesyaratan lainnya sesuai dengan perafuran daerah

setempat rneliputi HO ( izin gangguan ), surat

keriasama pembuangan limbah padat (

dikerjasamakan dengan pihak yang berizin legal ),

ganbar denah bangunan beserta ukurannya sesuai

dengan persyaratan kelengkapan bangunan dan peta

lokasi puskesmas

1 Persyaratan

CS rnerErirE
berkas dan

me0$erikan
tafira Erina

Birang,
prcses izin

1) Pemohon menyerat*an berkas bngkap;

2\ Cuslomer service menerima berkas permohonan

dan rnemberikan tanda terima;

3) Bidang memproses pemohonan izin;

4) Pemohon menerima sertifikat izin !di.

Pemohon.
rnenertna

sertifikat izin

mekanism€ danSistem,

prosedur
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Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkapJangka vvaktu penyekesaian3

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp.o,-Biaya / tarif

lzin Mendirikan PuskesmasProduk pelayanan

l. Service Delivery

Pcrnohoi,
serallkan
berk6



6 1. Pengaduan, sacm, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yaqg ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav 2 Kepanjen

2. lvlenyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-3966!X!

SMS :082!Xi7781113
Email om-otso@mala nok b.oo.ida

Website www. om-otsD.malan kab oo.ido

I Dasar Hukum '1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia

Nomor 75 Tahun 2014 Tentarg Pusat Kesehatan

Masyarakat

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor O4

Tahun 2015 TentarB Pelayanan Perizinan dibidang

Kesehatan

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018,

TentarE Pendelegasian Wet venang &tpati di Bidang

Pelayanan Perilnan dan Non Perilnan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Sarana,

fasilitas

prasararna, dan 't . Perafuran Perundangan yang mendasari perizinan

2. Standar Pelayanan

3. Peralatan komputer perdukung perilnan
., Kompetensi pelaksana 1. SDM yang memiliki pengetahuan di lzin Mendirikan

Puskesmas.

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan

informasi serta mampu menyampaikan informasi

secara lengkap, terbuka, bertanggurEjaurab, serta

santun kepada pihak yarE memerlukan.

4 Pengawasan intemal 1. SupeMsi atasan langsung

2. Dilakukan sistem perEendalian intemal pemerintah

dan perEawasan fungsional oleh inspektorat

3. Dilieksanakan secaGl kontinyu

Jumlah pelaksana Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan

6 Jaminan pelayanan Apatrih penerbilan izin melewati batas waktu yang

ditentukan, maka petr.rgas mempunyai kewajiban untuk

mergantarkan sertifikat ke alamat pemohon

Jaminan keamanan lzin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang

berlaku dijamin keabsahannya.

Evaluasi kineria pelayanan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan

minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan

tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan

kinerja pehyananan.

Penanganan pengaduan

ll. manufacturing

5.
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